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ABSTRAK:

CATATAN

Bahwa guna mewujudkan tata Kelola, manajemen layanan pemerintah dan
layanan public yang bersih, efektif trnsparan, akuntabel, berkualitas dan
terpercaya diperlukan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat meningkatkan sinktonasi dalam proses
dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan pemerintah dan layanan publik
serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota
Semarang. Guna menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
yang handal beserta pedoman peraturan yang mekatur penyelenggaraan
terssebut.

Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun
1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU
No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 11 Tahun 2020; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No.61
Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019;
Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 95 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Wali Kota ini sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Semarang secara terpadu
serta dapat memenuhi kebutuhan akses dan ketersedian data dan/atau
informasi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2021

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua Peraturan Wali Kota yang
mengatur mengenai pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
yang ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.



